
Ach. Nur Fuad Chalimi, Cahyo Setiawan 

Hal. 101  Al-Muttaqin Jurnal Studi, Sosial,dan Ekonomi Vol. 1 No. 2 Juni 2020 

JURNAL STUDI, SOSIAL, DAN EKONOMI 
Vol. 1 No. 2. Juni 2020 

Hal. 101 - 109 

 

PENGARUH PELAYANAN FISKUS DAN STRATEGI 

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPATUHAN 

WAJIB PAJAK USAHA KECIL MENENGAH 

KECAMATAN GEMPOL 

 
Ach. Nur Fuad Chalimi (Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gempol) 

fuad.stieg@gmail.com 

 

Cahyo Setiawan (Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gempol) 

cahyosetiawan309@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Penegakanohukumo (LawoEnforcement) omerupakano kegiatano menyerasikano hubungano nilai-nilaio 

yang terjabarkanodidalam kaidah-kaidahonilai yangomantapodanosikap tidak sebagaio rangkaian 

penjabaran nilai tahap akhirountukomenciptakan, menjaga, dan mempertahankanokedamaian dalam 

pergaulanohidup. Denganoadanya penegakan hukum perpajakan yangobersifat konsisten merupakan 

salah satu cara agaroketentuanoperpajakan dapatoditaatioolehowajibopajakosehingga tidak adanya 

ancaman maupun paksaan di dalam membayar pajak. Tugas aparat perpajakan untuk melakukan berbagai 

penyuluhan maupun pelatihan agar masyarakat sadar akan kewajibanya untuk membayar pajak, tetapi 

untuk mewujudkan hal itu tidak lah mudah dan akan menjadi tantangan besar bagi fiskus untuk 

menyadarkan masyarakat supaya sadar akan pembayaran pajak dan pada hakekatnya adalah membangun 

bagaimana agar masyrakat sadar akan hukum perpajakan. Kepatuhan wajib pajak sangat penting bagi 

Negara guna meningkatkan anggaran negara dari pendapatan pajak, untuk itu perlunya perhatian dari 

aspek Pelayanan Fiskus yang diberikan kepada Wajib pajakoUsahaoKecilomenengahodanoStrategi 

Penegakan Hukum yang diterapkan pemerintah. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 

pengaruhopelayananofiskusodan strategi penegakan hukumoterhadapokepatuhanowajibopajakodi 

KecamatanoGempol. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan kuesioner. 

Adapunometode analisisoyang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian 

inioadalahoPelayanan fiskus dan strategi penegakan hukumoberpengaruh secara parsial terhadap tingkat 

kepatuhan wajibopajakousahaokecil danomenengah dengan hasil uji t yang digunakan untukomengetahui 

setiap variabel yang berpengaruh terhadap tingkatokepatuhanowajibopajak. Untukomeningkatkan 

kepatuhanowajibopajak perlu adanya pengelolaan pajakoyang baik berdasarkan nilai, keadilan, kejujuran, 

kedisipilinan dari petugas perpajakan atau fiskus (pegawai pajak) serta berpedoman terhadap hukum 

perpajakan. 

Kata Kunci : Pelayanan Fiskus, Strategi Penegakan Hukum dan Kepatuhan Wajib Pajak dan Usaha Kecil 

Menengah 
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ABSTRACT 

Law Enforcement (Law Enforcement) is an activity to harmonize the relationships of values that are set 

out in the principles of solid values and attitudes not as a series of translation of the final stage of value 

to create, maintain, and maintain peace in the intercommunication of life. With the consistent law 

enforcement of taxation, it is one of the ways that taxation provisions can be obeyed by taxpayers so that 

there is no threat or coercion in paying taxes. The task of the taxation apparatus is to conduct various 

counseling and training so that the public is aware of their obligation to pay taxes, but to realize this is 

not easy and will be a big challenge for the tax authorities to make people aware of tax payments and in 

essence is to build how to make people aware of taxation law. Compliance of taxpayers is very important 

for the State to increase the state budget from tax revenue, therefore the need for attention from aspects of 

Fiscus Services provided to Small and Medium Enterprises taxpayers and Law Enforcement Strategies 

implemented by the government. Theopurpose of this study was to determine the effect of the tax 

authorities and law enforcement strategies on tax compliance in Gempol District. Data collection 

methods used were observation and questionnaires. The analytical method used is multiple regression 

analysis. The results of this study are the tax authorities and law enforcement strategies have a partial 

effect on the level of compliance of taxpayers of small and medium enterprises with theoresults of the  test 

used to determine each variable that affects the level of taxpayer compliance. To improve taxpayer 

compliance, it is necessary to have good tax management based on value, fairness, honesty, discipline of 

tax officers or tax officers (tax employees) and are guided by tax laws. 

 

Keywords : Fiscus Services, Law Enforcement Strategies and Compliance Taxpayers and Small and 

Medium Enterprises   
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PENDAHULUAN 

Penegakan hukum (law enforcement) merupakan kegiatanomenyerasikanohubunganonilai-nilai 

yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah nilai yang mantap dan sikap tidak sebagai rangkaianopenjabaran  

nilai tahapoakhirountukomenciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup 

(Soekanto,2008:8). Membedakan pondasi penegakan hukum menjadiodua bagianoyaitu sanksi 

administrasiodan sanksiopidana, meskipun sanksiobukanlah satu-satunya caraountuk menciptakanoagar 

suatuoperaturanodapatoditaati, melainkan bagaimana cara untuk menumbuhkanokesadaran akanohukum 

dan merupakanohal penting di dalamoperpajakan (Mardiasmo, 2011). Dengan adanya penegakanohukum 

perpajakanoyang bersifat konsistenomerupakan salah satuocara agaroketentuan perpajakanodapatoditaati 

oleh wajibopajak sehingga tidak adanya ancaman maupun paksaan di dalam membayar pajak. Tugas 

aparat perpajakan untuk melakukan berbagai penyuluhan maupun pelatihan agar masyarakat sadar akan 

kewajibanya untuk membayar pajak, tetapi untuk mewujudkan hal itu tidak lah mudah dan akan menjadi 

tantangan besar bagi fiskus untuk menyadarkan masyarakat supaya sadar akan pembayaran pajak dan 

pada hakekatnya adalah membangun bagaimana agar masyrakat sadar akan hukum perpajakan. Pada 

dasarnya kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh pelayanan administrasi danokondisi sistemoperpajakan 

yangomeliputi pelayananoperpajakan (tax service), penegakanohukumopajak (tax law enforcement), 

diperlukan pelayanan baik dan sanksi hukum yang tegas, dan cepat, akurat, agar wajibopajakosadaroakan 

hakodanokewajiban untukomembayaropajak sehingga ikut merasakan manfaat pembayaran pajak guna 

membangun negara, dan WajiboPajak akanopatuh karenaomeraka menyadariobahwa mereka akan 

mendapat sanksi dan hukum yang tegas karena seharusnya meraka dilaporkan tidak melaporkan pajaknya 

danosudahoterdeteksiosistemoinformasiodanoadministrasioperpajakan.  

Sudah seharusnya pemerintah ikut berperan dalam pelayanan perpajakan dan memberikan sanksi 

serta hukum yang tegas, terutama Direktorat Jendral Pajakomenjalankan fungsinya oyaitu pelayanano 

(tax servive) odano penegakan hukum (law enforcement). Dalam rangka untuk meningkatkanokepatuhan 

WajiboPajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak, maka ini 

sesuaiodenganoUndang-Undangonomoro28otahuno2007otentang 

KetentuanoUmumodanoTataoCaraoPerpajakan (law enforcement). Strategiopenegakanohukum (law 

enforcement) bertujuan sebagaiopengawasanoterhadapotingkatokepatuhanoWajib Pajak, kesadaran akan 

adanya hukum diharapakan dimilikioolehoWajiboPajak, agar dapat mempermudah dalam pemungutannya 

dan dengan menaati hukum diharapkan sifat yang konsisten muncul sehingga 

kepatuhanoWajiboPajakodanopelayananofiskusotidak lagi berdasarkan hukuman dan paksaan, dengan 

begitu dalam mewujudkan pajak sebagai kemandirian bangsa dan negara dapat dilandasi dengan 

kepatuhan dan kesadaran serta pelayanan fiskus yang bersifat sukarela dan tidak di paksakan menjadi 

kesadaran penuh bagi Wajib Pajak. Kepatuhan wajib pajak sangat penting bagi Negara guna 

meningkatkan anggaran negara dari pendapatan pajak, untuk itu perlunya perhatian dari aspek Pelayanan 

Fiskus yang diberikanokepada Wajib pajak Usaha Kecil menengahodan Strategi Penegakan Hukum 

yangoditerapkanopemerintah. 

 

Metode Pengumpulan Data 

Pelaksanaan penelitianoini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang 

digunakan peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Observasi 

Teknikopengumpulan data ini denganoobservasiodigunakanobila, openelitian berkenan dengan 

prilaku manusia, prosesokerja, ogejala-gejalaoalamobilaoresponden yang diamati tidak terlalu besar. 

2. Kuesioner (angket) 

Teknikopengumpulanodataoyang dilakukanodengan cara memberikan beberapa pertanyaan tertulis 

kepada responden agar bisa dijawabnya. 

Populasi dalam penelitianoini adalah wajibopajak usahaokecilodan menengah yang aktif 

beroperasi dalam menjalankan usaha di Kecamatan Gempol pada saat proses pengumpulan data 

dilaksanakan oleh peneliti. Perusahaan kecil dan menengah yang dimintai informasi terkait penelitian 
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baik yang berbadan hukum maupun perseorangan. Jumlah responden yang dijadikan populasi adalah 82 

pengusaha dari berbagai sektor. Teknik incidentalosampling ini adalah teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu wajib pajak yang ketepatan ditemui pada waktu jadwal pengumpulan data 

dilakukan. Adapunojumlahosampeloyangodigunakanodalam mengukur kepatuhanowajibopajak 

usahaokecilodanomenengahoKecamatanoGempoloadalaho45oresponden. 

 

Metode Analisis Data 

Analisis Regresi Berganda 

Regresiolinierobergandaopadaodasarnyaomerupakanoperluasan dari regresi linier berganda, yaitu 

menambahkan jumlahovariabel bebasoyang sebelumnyaohanya satuomenjadi dua atauolebih 

variabelobebas (Anwar, 2012:134), dengan rumus : 

Y = a + b1x2 + b2x2 + e 

Dimana: 

Y  = Tingkat Kepatuhan wajib pajak 

a  = Intercept (konstant) 

b  = Koefisien regersi 

X1  = Pengaruh pelayanan fiskus 

X2  = Strategi penegakan hukum 

e  = Variabel penganggu 

Analisis Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji yang digunakan untukomengujiodalam sebuah modeloregresi, 

variabel bebas (X) dan variabel terkait (Y), keduanyaomempunyaiodistribusi normaloatauotidak, untuk 

mengujioapakah dataoterdistribusi dengan normaloatau tidak, digunakan untuk menguji statistik non-

parametrik Kolmogrov-smirnov, uji ini untuk membantuopeneliti agar mengetahuioapakah sampeloyang 

dipilih berasalodari populasi yangoterdistribusi secara normal denganomenggunakanoleveloofosignificant 

(a) 5%. 

Analisis Multikolinearitas 

Modeloregresioyangobaikoseharusnyaotidakoterjadiokorelasi diantaraovariabel bebas, untuk mendeteksi 

adanya mulitikolinearitas dapat dilihat dari VIF (Variance Inflation Factor): 

1. Jika VIF < 10 bebas dari Multikolinearitas. 

2. Jika VIF > 10 terjadi multikolinearitas. 

Analisis Heteroskedastisitas 

Autokorelasioterjadiokarenaodisebabkanoolehobeberapaohal, oyaitu: 

1. Inertia, yaitu adanyaomomentum yang masuk kedalamovariabel-variabel bebas yangoterus-menerus 

sehingga akan terjadiodanomempengaruhionilai-nilaiovariabel-variabelobebasnya. 

2. Terjadinya penyimpanganospesifikasi karena adanyaovariabel-variabel bebasolain yang tidak 

diomasukkan dalam model. 

3. Bentukofungsioyangosalah. 

4. Adanyaolagso (tenggangowaktu) 

5. Manipulasiodataoyangomengakibatkanodataotidak akurat. 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

Uji regresi bergandaodigunakan untuk mengetahuiobesarnya pengaruh variabelopelayanan fiskus 

(X1) dan variabel strategiopenegakanohukum (X2) terhadap variabelokepatuhanowajibopajak (Y). 

Adapun hasil ujioregresi pada tabeloberikut. 

TabeloHasiloUjioRegresioLinearoBerganda 

Variabel Unstandarized 

Coeffcients 

Beta 

Standarized 

Coeffcients 

T 

Hitung 

Signifikan 
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Constant 11,426  2,751 0,009 

X1 0,71 0,32 0,233 0,817 

X2 0,452 0,466 3,353 0,002 

Adjusted R Square = 0,163 

Sumber : Data diolah, 2020 

 

Adapun persamaan regresioyangodigunakan adalah : 

Y = 11,426 +0,71 X1+0,452X2 

Persamaanoregresi dapat diartikanobahwa tidakoada variabel pelayananofiskus (X1) dan variabel 

strategi penegakanohukum (X2) maka nilai variabel tingkatokepatuhanowajibopajak (Y) sebesar nilai 

konstanta yaitu sebesar 11,426 namunoketika variabelopelayananofiskus (X1) bertambah 0,71 dan 

variabelostrategi penegakanohukum (X2) bertambah 0,452 maka nilai variabel kepatuhanowajib pajak 

(Y) sebesar 12,588. Y merupakan variabeloterikat yang nilainya akanodiprediksi oleh variabelobebas 

yaitu variabel pelayananofiskus (X1) dan variabel strategiopenegakan hukum (X2). X1 merupakan 

Koefisien regresi (X1) sebesar 0,71 dengan tanda menyatakanobahwa variabelopelayanan fiskus (X1) 

mempunyaiopengaruh terhadap variabel kepatuhanowajib pajak (Y). X2 merupakan Koefisien regresi 

(X2) sebesar 0,452 dengan tandaomenyatakan bahwa variabel strategi penegakan hukum (X2) 

mempunyai pengaruh terhadap variabel kepatuhanowajibopajako (Y). Hasil pengujian diketahui df1 

sebesar 1 menyatakan bahwa dalamopenelitian ini menggunakan 1 variabel independen, 

AdapunonilaioAdjusted R Square sebesar 0,163 artinyaovariabel pelayanan fiskus (X1) dan variabel 

strategi dalam penegakan hukum (X2) pengaruhnya sangat kecil terhadap variabel kepatuhanowajib 

pajakousahaokecilodanomenengah (Y) sebesar 0,163 atau jika dipersentasekan sebesar 16,3% 

Hasil Analisis Normalitas 

Adapunountukomengetahuiodataoterdistribusi normaloatau tidak bisa dilihat padaogambaronormal 

P-Plot Of RegresionoStandarizedoResidualosebagaioberikut: 

GambaroHasiloUjioNormalitas 

 
Sumber : Data diolah, 2020 

Hasil Analisis Multikolinearitas 

Apabilaonilai VIF > 10.000 maka terjadiomultikolinearritas, dan sebaliknyaoapabila VIF < 10.000 

makaotidak terjadiomultikolinearitas. Dalam penelitianoini diperoleh nilaioVIF seperti padaotabel 

sebagai berikut : 

Tabel Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel NilaioVIF Keterangan 

X1 1,002 NonoMultikolinieritas 

X2 1,008 NonoMultikolinieritas 

Sumber : Dataodiolah, 2020 

Berdasarkanotabelodi atasobahwa variabel pelayananofiskus (X1), variabel strategi penegakan 

hukum (X2) tidak terjadiogejala multikolineritasokarena nilai VIF lebihokecil dari 10.000. 

Hasil Analisis Heteroskedastisitas 

Adapun untukomengetahui ciri-ciri terjadi gejalaoheterokedastisitas atauotidak diketahui dari: 
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1. Jika adaopola tertentu, sepertiotitik-titik (poin-poin) yang membentukopola tertentu yangoteratur 

(bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heterokedastisitas. 

2. Jika adaopola yangojelas, serta titik-titikomenyebar di atasodan di bawahoangka pada sumbu Y, maka 

tidakoterjadi heterokedastisitas.  

Adapun untukomengetahui terjadi gejala heterokedastisitasoatau tidak dapat di lihat pada gambar grafik 

plot berikut ini. 

Gambar Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah, 2020 

Hasil Analisis Autokorelasi 

Adapunojika nilaiokurang dari – 4 berarti autokorelasionegatif, apa bilaonilai (d) lebih dari 4 

makaoterjadi autokorelasiopositif. Adapun hasiloujioautokorelasi sebagai berikut: 

Tabel Hasil UjioAutokorelasi 

Model Durbin-Watson 

1 1,423 

Sumber : Data diolah, 2020 

BerdasarkanotabelodiketahuiobahwaonilaioDurbinoWatson (d) osebesar 1,601 

denganodemikianonilai (d) ada di antara – 4 sampai 4 

makaodinyatakanotidakoterjadiogejalaoautokorelasi. 

 

Hasil Analisis Hipotesis t 

Pengujianohipotesisoadalahountukomengetahui apakah variabel pelayanan fiskus (X1) dan 

variabel strategi penegakan hukum (X2) terhadap variabel kepatuhanowajib pajak usahaokecil 

danomenengah (Y). Uji t diolakukan untukomengetahui besarnyaopengaruh dariomasing-masingoitem 

variabel pelayanan fiskus (X1) dan variabel strategi penegakan hukum (X2) terhadap variabel kepatuhan 

wajib pajak (Y), adapunobesarnya nilaiomasing-masingopengaruh dariovariabel bebasoterhadap 

variabeloterikat dapatodiketahui pada tabel berikut: 

TabeloHasiloUjiot 

Variabel Tohitung T table Beta Sig T 

X1 0,233 2,000 0,032 0,817 

X2 3,535 2,000 0,464 0,002 

Sumber : Data diolah, 2020 

Berdasarkanotabel, didapatkan nilai thitung variabelopelayananofiskus (X1) sebesar 0,233 

lebihobesar dari ttabel sebesar 2,000odengan nilaioBeta 0,032 artinyaovariabel pelayananofiskus (X1) 

berpengaruhooterhadap variabelokepatuhanowajibopajak (Y) sebesar 32%. Sedangkan nilai thitung 

variabelostrategi dalamopenegakanohukum (X2) sebesar 3,535 lebih besarodari ttabel sebesar 

2,000odenganoBetao0,464 yang artinya variabelostrategiopenegakan hukum (X2) berpengaruh terhadap 

terhadapovariabel kepatuhanowajibopajak (Y) sebesar 46,4%%. 

Hasil pengujian yangotelah dipaparkan dalam penelitianoini diketahui bahwaovariabel 

pelayananofiskus (X1) dan variabel strategi penegakan hukum (X2) dengan nilaioUnstadardized 
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Coefficients (B) untuk variabelopelayanan fiskus (X1) sebesar 0,71 dan variabel strategi dalam penegakan 

hukum (X2) sebesar 0,452. Hasil uji tomembuktikan bahwa variabel pelayananofiskus (X1) 

berpengaruhosecaraoparsialoterhadap variabel kepatuhanowajib pajak (Y) dengan nilai variabel 

pelayananofiskus (X1) sebesar 0,233 dan variabel strategiopenegakan hukum (X2) 3,353. Wajibopajak 

akan patuhodalam pembayaranopajakojika hasil pajakobisa dikelola pemerintah berdasarkan keadilan dan 

diukur dari peningkatan perkembangan dari hasil pajak. 

Dalam mewujudkan pajak sebagai kemandirian bangsa dan negara dapat dilandasi dengan 

kepatuhan dan kesadaran serta pelayanan fiskus yang bersifat sukarela dan tidak di paksakan menjadi 

kesadaran penuh bagi Wajib Pajak. Upaya pemungutan pajak harus berdasarkan hukum sesuai dengan 

Undang-Undang perpajakan yaitu memperhatikanoprinsipokeadilan, artinya setiap orang dan badan 

hukumomempunyaiokedudukan yang samaodalam sistemoperpajakan, tentunya halotersebut 

harusodimulai dari dasar, yakni bahwaosetiap orangoyang telahomemenuhi syarat (memiliki 

penghasilan), mempunyaiokewajibanountuk mendaftarkanodiri sebagaioWajib Pajak. Adapun dalam 

upayaomeningkatkanokepatuhan wajibopajak dalam pelaporan perpajakan maka diperlukan sanksi pajak. 

Sanksiopajak berupaojaminan sebagaioketentuan peraturanoperundang-undanganoperpajakan (norma 

perpajakan) yang harusodituruti ataupun dipatuhi. Denganokataolain sanksioperpajakan merupakanoalat 

pencegah (prepentif) agar WajiboPajak tidak melanggaronorma perpajakan. Dalam undang-undang 

perpajakanodikenal duaomacam sanksi, yaitu sanksioadministrasi dan sanksiopidana. 

Ancamanopelanggaran terhadap suatu normaoperpajakan ada yang diancamodengan sanksi 

administrasiosaja, dan ada yangodiancam dengan sanksiopidana saja, dan ada pulaoyang diancam 

denganokedua-duanya sanksi administrasi dan sanksi pidana. 

Pelayanan merupakan suatau aktivitas-aktivitas yang mana merupakan hal yang sangat diperlukan 

oleh seseorang yang membutuhkan pelayanan yang baik dan memuaskan bagi wajib pajak, terutama 

pelayanan fiskus sangat di utamakan untuk melayani Wajib Pajak agar dapat menyelesaikan administrasi 

maupun pembayaran pajak yang dilakukan oleh setiap orang yang membayar pajak. Pelayananosebagai 

suatuotindakan atau kinerjaoyangoditawarkan olehosuatu pihak kepadaopihakolain dan pada 

dasarnyaotidak berwujudodan tidak mengakibatkanokepemilikan apapun produknyaodapatoberupaofisik 

dan non fisik. 

Waluyo (2009), kualitas pelayanan adalah dimana adanya kondisi dinamis yang bisa 

menghasilkan, 1) produk yang dapat memenuhioharapanopelanggan khusus nya terhadap pelayanan 

fiskus, 2) jasa yang yang dapat memenuhi atau melebihioharapanopelangganoterhadap pelayanan fiskus, 

3) Suatu prosesoyang memenuhioharapanopelanggan, 4) Lingkungan yang bisa memnuhi pelangan dalam 

kata lain disisni pada Wajib Pajak. Agar wajib pajak patuh terhadap perpajakan maka perlu diketahui 

wajib pajak dalam tata cara pemungutan pajak yaitu (Mardiasmo, 2011). 1) Pemungutan pajakoharusoadil 

(Syarat Keadilan). Sesuai dengan tujuanohukum, yakni mencapaiokeadilan, undang-undang dan 

pelaksanaanopengetahuan harusoadil. Adilodalam perundang-undangan diantaranyaomengenakanopajak 

secaraoumum dan merata, serta disesuaikanodengan kemampuanomasing-masing. Sedangkanoadilodalam 

pelaksanaannya yakniodengan memberikanohak bagi WajiboPajak untuk mengajukanokeberatan, 

penundaanodalam pembayaran danomengajukan bandingokepada MajelisoPertimbanganoPajak. 2) 

Pemungutanopajak harusoberdasrakan undang-undango (Syarat Yuridis). Pajak di atur dalam UUD 1945 

pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikanojaminanohukum untuk menyatakanokeadilan, baikobagi 

negaraomaupun warganya. 3)oTidak mengangguoperekonomian (Syarat Ekonomis).oPemungutan 

tidakoboleh menganggu kelancaranokegiatan produksi,osehingga tidakomenimbulkan kelesuan 

perekonomianomasyarakat. 4) Pemungutanopajak harusoefisieno (Syarat Finansiil). Sesuai fungsi 

budgetir, biaya pemungutanopajak harus bisaoditekan sehingga lebihorendah dari hasilopemungutannya. 

5) Sistemopemungutan pajak harusosederhana.  

Sistem pemungutanoyang sederhana akan memudahkanodan mendorongomasyarakat dalam 

memenuhi kewajibanoperpajakannya. Syarat ini telahodipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang 

baru. Penegakan hukum bertujuanosebagai bentukopengawasan terhadap tingkatokepatuhan WajiboPajak. 

Penegakan hukum juga dapat dilakukan dengan caraomenegakanohukum arti adanya penghindaranopajak 
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dengan dapat melakukanoterebosan pembenahanoadministrasiopublik yang baik, pelayananoyang 

menyenangkan, memonitoringoyang efektif sesuai dengan proseduroyangoada, kepastian hukum, dan 

keadilanomerupakan hal yang sangatopenting dalamomewujudkan kesadaranodalam masyarakat untuk 

membayaropajak sehingga dapatomembangun kepentinganonegara. Pondasi penegakanohukum 

yangopertama didasarkanokepada Undang-Undangoperpajakan. Suatu hukum yang mengutamaakan 

peraturanoperundang-undangan yang baik adalahoadil, berkaitan dengan haloini adanyaoperaturan 

yangomendasari pemungutanopajakoseharusnya sesuaiodenganosyarat-syaratokeadilan. Keadilanodalam 

sebuah kebijakan perpajakan dapatodilihat dari empat asas yaitu (Soemitro, 2011); 1) Asasokesamaan 

(equality) Asasokeadilano (equity). 2) Asas kepastianohukumo (certainty). 3) Asasotepatowaktu 

(convenient of payment). 4) Asasoeconomicoof collection syarat yang mengharuskan biaya pemungutan 

pajak harus relatif kecil dibandingkan dengan pajak yang masuk. Keadilan perpajakan 

dikatakanoadailoapabilaopelayananofiskusoadanyaokeseimbanganohakodanokewajibanoantaraowajibopa

jak dengan fiskus.  

Dalam melaksanakan pemungutan pajak perlu pula diperhatikan beberapa hal penting yaitu ; 1) 

Sesuai dengan fungsi pajak, maka pembayaran pajak yang diterapkan harus sesuai dengan pendapatan 

yang diterima wajib pajak, sehingga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan 

pemungutan pajak yang sesuai. 2) Pembayaran pajak harus dilakukan pada saat terbaik bagi wajib bayar, 

sehingga pajak tersebut bila dibayar sesuai dengan besarnya beban yang diperoleh dan dapat dijangkau 

oleh wajib bayar pajak. 

Adapun dalam pengelolaan pajak harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja dari pihak 

pemerintah. Jadi pemerintah harus transparan dalam memberioinformasiomengenaiotujuan, sasaran, hasil 

danomanfaat yangodiperoleh masyarakat dari pembayaran pajak sehingga pajak yang dibayar oleh 

masyarakat bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

 

KESIMPULAN 

Pelayanan fiskus dan strategi penegakan hukum berpengaruh secara parsial terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak usaha kecil dan menengah dengan hasil uji t yang digunakan untuk mengetahui 

setiap variabel yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak perlu adanya pengelolaan pajak yang baik berdasarkan nilai, keadilan, kejujuran, 

kedisipilinan dari petugas perpajakan atau fiskus (pegawai pajak) serta berpedoman terhadap hukum 

perpajakan. 
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